PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat (Persero) dan dalam
rangka pengelolaan keuangan Daerah yang tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat, perlu
meninjau kembali jumlah penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero);

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada
huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengubah
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12
Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat (Persero);

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada

huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat ...



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang ....



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

15. Peraturan...



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari
Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT)
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25);

23. Peraturan...



23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 36
Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12
Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sintang Pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat (Persero) (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2011 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Menetapkan

dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR
12 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH  KALIMANTAN  BARAT
(PERSERO).

Pasal I...



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero)
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010
Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten
Sintang melakukan penyertaan modal pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero)
pada Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk pembelian
saham dengan nominal sebesar Rp.3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) dengan jumlah lembar saham
3.000 (tiga ribu) lembar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat (Persero) seluruhnya sampai dengan Tahun
Anggaran 2012 dengan nilai nominal sebesar
Rp.19.997.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan
ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan
jumlah lembar saham 19.997 (sembilan belas ribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar.

PASAL II...



PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI SINTANG,
TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1
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PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR   1   TAHUN  2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA 

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN BARAT (PERSERO)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SINTANG,

		Menimbang 

		:

		a.

		bahwa dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) dan dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat, perlu meninjau kembali jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero);

 



		

		

		b.

		bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat  (Persero);

 



		

		

		c.

		bahwa untuk melaksanakan  maksud tersebut pada huruf  b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;


Mengingat ...






		Mengingat 

		:

		1.

		Undang-Undang Nomor  27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);





		   

		

		2.




		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);






		        

		

		3.

		Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);






		

		

		4.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);






		

		

		5.

		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);






		

		

		6.

		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);






		

		

		7.

		Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);








8. Undang-Undang ....


		

		

		8.

		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);






		

		

		9.

		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);






		

		

		10.

		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);






		

		

		11.

		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);





		

		

		12.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);






		

		

		13.

		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4578);





		

		

		14.

		Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan…






		

		

		15.

		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);





		

		

		16.

		Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);






		

		

		17.

		Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);






		

		

		18.

		Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);





		

		

		19.

		Peraturan Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor  1  Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

 



		

		

		20.

		Peraturan Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor 2  Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor  2);






		

		

		21.

		Peraturan Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor  3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);






		

		

		22.

		Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

23. Peraturan…





		

		

		23.

		Peraturan Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 36);






		

		

		24.

		Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);





		

		

		25.

		Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);





		

		

		26.

27.

		Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);





		Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG


dan


BUPATI  SINTANG






		

		

		MEMUTUSKAN :






		Menetapkan

		:

		PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (PERSERO).



		Pasal I…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6


Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) pada Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk pembelian saham dengan nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jumlah lembar saham 3.000 (tiga ribu) lembar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7


Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai nominal sebesar Rp.19.997.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jumlah lembar saham 19.997 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar.


PASAL II…

PASAL II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.








Ditetapkan   di   Sintang


pada tanggal   31   Januari   2012

BUPATI SINTANG,


          TTD   

MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang


pada tanggal   29   Februari   2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


               TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1

